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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIIMKAN BUTON UTARA

NOMOR : 5/ TAIIUN 2015
TENTANG

IZIN OPERASTONAL SEKOLAII DASAR NEGERI 1 SUMAMPENO

HE

KEFALA DINAS PENDIDIKAN,
bahwa dalam rangka peninghatan kualitas sumber dava manusiopendidikan
merupakan prionias dalam penyelengearaan pembangunan vang demokeatis,adil
dan bermartabat ;
bahwa dalam rangka meningkatkan [avanas den partisipasi masverakasl dalam
pendidikan, maka  perlussan akscs pendidikan dan pemerataan kesemputan
memperiteh pendidikan merupakan langgungjawab pemerintah;
bahwa untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan Pendidikan keahlian/kejuruan
yang berkualitas, maka perlu memberikan izin operusional pada SDN |
Sumampeno;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebogaimana dimaksed pada huruf a, b, dan
tersebut, perlu dietapkan dengan Keputusan kepala dinas pendidikan.
Undang-Lindang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan  Nasional
{Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4301,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 1embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah divbah beberapa kali serakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2008 tentang Perobahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  [Jaceah {Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan [embaran  Neears
Republik Indonesia Nomor 4544,
Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 Tentang Perimbangan Kewangan Antara
Pomorintah Pusat dan Pemermitah Dacrah;
Undang-lindang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurw dan Dosen (1.cmbaran
Megarm Republik Indonesia Lahun 2005 Nomor 157, Lambahan Lembaran Negara
Bepublik [ndonesia Momor d3861;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (|.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahon
2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6903



6. Perauran Pemcrintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang  Perubahan Peraturan
Pemerintal Momor 19 Tahun 2005 lentang Standar Nasional Pendidikan;
1. Peraluran Pcmerintsh Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan  Peratuean

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan dan Penpelolaan

Pendidikan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATII t Memberikan izin operasional penvelengsaruan pendidikan mada SDN 1 Sumampeno
yang berkedudukan di Desa Sumampeno Kecamatan Wakorumha Utara:
KEDI]A : Pemegang izin ini wajib
a. Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat melayani
kebutuhan pendidikan masyarakat:

b. Mentaati Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku, atas kegiatan yang
akan dilaksanakan;

t  Mengirim laporan berkala sesuai petunjuk di Dinas Pendidikan Kabupatan Buton
Utara;

KETIGA - Negala biaya yang dikeluarkan akibat pelakssnaan keputusan ini dibcbankun pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APRD) alaupun sumber anggaran lain
berdasarkan peraluran dan perudang-udangzan vang berlaky;

KEEMPAT  © Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggeal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabily
dikemudian hari termyvatz terdapat kekeliruan didalamaya, akan diadakan peruhahan dan
perbaikan sehagaimana mestinya:

Ditctapkan di : Buranga
Pada umgyal © 88~ 6~ 205
a Muda, Vi
yI98603 | 268
Tembusan -

1.

=

Inrektoral Jenderal Pendidikan Dasar  Kementorian Pendidikan dan  Kebudayaan Republik
Indonesia di Jakarta;

Crubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Beepala Dinas Pendhdikan dan Kebudayaan Provins Sulawes Tenggara di Kendari;

Eetua DPRD Kabupaten Butom Utara di Huranga;

Bupati Buton [tara di Buranga;

kepala Inspekrorat Kabupaten Buton Utara Ji Duranga;

ATsip.



